f,' LEMBARAN DAERAY

‘@ '@@ KABUPATEN DAERAH TINGKAT Ii REMBANG

NN NOMOR : 2 TAHUN 1989 SERI D
NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelan—
caran penyelenggaraan pemerintahan dan pem-
bangunan secara berdaya guna dan berhssil
guna khusu:nya yang menyangkut perencanaan
pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang,
maka perlu meninjau dan meretapkan kembali
Pembentukan. Susunan Organisasi dan Tatakerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat Il Rembang.

b. bahwa selama ini Pembentukan, Susunan Or-
ganisasi dan Tatake:ja Badan Ferencanan Pem
bangunan Daerah Kabupaten Daeren Tingkar Il
Rembang masih diatur dengan Surat Keputusan
Bupati.

v



Mengingat

-~

bahwa sesuai dengan !nstruksi Gubernur Kepala
Daerah Tinckat!| Jawa Tengah tanggal 10 Juli
19587 Nomor : 061.1/127/ 1887 dipandang
perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Orga
nisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii
Rembang dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor § Tahun 1974 téntang
Pokok-pokok Femerintahan di Daerah.

Undang-undang ®Somor 13 fahun 1950 jo. Pe
raturan Pemerintah nomor 32 Th 1950 tentang
Pambentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Fropinsi Jawa Yengah.

. Keputusan Presiden ®epublik Indonesia Nomor

27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Dasrah.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362

Tahun 1977 tentang Pola Orgauisasi Pemerin-
tah Daerah dan Wilayah.

: Kepﬁtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185

Tahun 1980 tentang P-domen Organisasi dan
Tata kerja Badan Perencanaen Fembangunan
Daerah Tingkat | dan Badan Perencanaan Fem
bangunan Daerah Tingkat |t Rembang.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 1985 tentang Pendelegasian wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemrberhentisn
Pegewsai Negeri Spil dalam lingkungan Depar-
temen Dalam -vegeri,

. Intruksi Gubernur Kepa'a Daserah Tinckat |

Jawa Tencah Nomor 03',1/127/1987 tantang
Penetapan Pembentukan, Susuren Cigerisesi
dan Tatakerjs Badan Perencanaan Pembangunan
Deerah Ksbup:ten / Keotamadya Dzerzh Tk Il
se Jawa Tanzah dengan eraturan Daerah.
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Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Dasrah Tingkat 1] Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il REMBANG TENTANG PEMBENTUK-
KA~, SUSUNAN ORGANISAS: DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN D2E-
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I REM-
BANG,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Baerah ini yang dimaksud dengan

3. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii
Rembang. '

b. Pemerintah Daerah edalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting
kat |l Rembang. ‘

¢. Daerah adalah Kabupaten Dzerah Tingkat I Rembang.

d. BAPPEDA adalzch Badan Parencanzan Fembangunan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Rembang.

€. Instansi Vertikal adaiah Perangkat Departemen / Non Depar-
temen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Rembang.

f. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkurgan Peme—
rintah Daerah adalah Dinas dan Satuan Organisasi y&n§ me-
nye'enggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Peme-
fintah Kabupaten Daerah Tingkat i Rembang.

g. Kecamatan—kecamatan dan.Badan - badan lain adalah Keca-
matan-kecamatan dan Badan - badan yang berada dalam wi-
layah Kabupaten Dgerah Tingkat It Rembeang.
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BAB il
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah dibentuk BAPPEDA.

BAB |l
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAMN FUNGSI
Paszl 3

(1) BAPPEDA edalah badan staf yeng lzngsung berada di ba-
wah dan bertanggung jawsb kepada Bupati Kepazla Daerah.

(2). BAPPEDA dipimpin cieh ssorang Ketua.
Pasal 4

BAPPEDA mempunyal tugzs msinbantu Bupati Kepala
Daeraih dalem menentukan kebijaksanean di b'dang perercenaan
pembangunan di Daerah serta penilaian etas pziaksanaannya.

Fasal 5

Unfuklmanyerenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4
Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi :

a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Dasrah yang terdiri dari
Pola Umum Pembangunan Dasrah Jangka Penjzng dan Fola
Umum PELITA Daerah.

b. menyusun REPELITA Daerah,

C. menyusun program - program tahunan sebagai pslaksanaan
rencana-rencana tersebut pads huruf a dan b Pasal ini yang
dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun ysng diusulkan kepada
Pemerintah Da=rah Tingkat | dan atau yvang d'usu'kzn kepada
Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam progrem tahun-
an -nasional.

d. melakukan kcordinasi perencanaan di -an_tara Dinas-dinas, Sa-
tuan Organisasi lain dalam iingkungzn Pemerintah Daerah,
Instansi-instansi Vertikal, Xecamatan-kecamatan dan Badan-
badan lain yang berade dzlam wilayeh Daerah Tingkat Il
Rembang.
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menyusun Rencana Anggaran Pendapafan dan Belanja Dae-
rah bersama-sama dengan Bagien #euangan dengan koordi-
nasi Sekretaiis Wilayah / Daerah.

melaksanakan koordinasi atau mengadakan penelitian untuk
kepentingan persncanaan pembangunan di Dzerah.

mengikuti persiapan dan perkenbangan pelaksanzan rercana
nembangunan di Daersh untuk penysmpurnaan perencanaan
labin ianjut.

memenitor pelaksanasn pembangunan di Daerah.

melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai de-
ngan petunjuk Bupati Kepala Oeerah.

BAB IV
ORGANISASI
Bagien Peitama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) BAPPEDA terdiri dari :

Ketua.

Sekretariat

Bidang Pendataan dan Laporan.
Bidang Ekonomi

Bidang Sosial Budaya

-~ 0o o o TP

Ridang Fisik dan Prasarana.

(2) Sekretariat terdiri daii 3 Urusan dan masing Bidang terdiri

dari 4 Seksi.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-

masing Bidang di pimpin o'eh s=otang Kepala Bidang, yang
berada dibawah dan bertanggurg jawab kepada Ketua BA-
PPEDA.
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Bagian Kedua

¥etua
Pasal 7

Ketua BAPPEDA Tingkat Il mempunyai tugas :

a. Membantu Bupati Kepaia Daerah dibidang tugasnya.

b. Msmimpin dan mengkoordinzsixan kegiatan BAPPEDA Tk, 1i,

¢. Mzngadakan hubugan dan kerjasama dengan Instansi-instansi
lainnya untuk mamperlancar peiaksanaan tugasnya.

Hagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat memnenysl tugss rembatikan pelayanan
teknis dan Administratif kepada seluruh satuan Organisasi dalam
“lingkungan BAPPEDA.

Pasal 9

Untuk menyelenggarzkan tugas tersebut pada pasal 7
Peraruran . Daesah ini, Sskretasiat men.punyai fungsi

a, Menyusun rencara kegiztan tahunan BEAPPEDA
b. Melakukan urusan keuangan

c. Mslakukan Urusan Umum.

Pasal 10
(1) Sekretaris te:dizi gari :

a, Urusan psnyusunin Rencana Kegiatan 3§
b. Urusan Keuvangsan
c. Urusan Umum.

(2) Masirg masing urusan sebaszimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini. dipimpin olsh s2orang Kepala Urusan vang berada diba-
wah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,
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Pasal 11

(1) Urusan Penyusunan Rencana ¥egistan mempunyai tugas mem-
persiapkan penyusunan rencana Kegiatan tahunan, mengikuti
pelaksanzan dan meiakukan evaluasi ztas pelaksanaannya

(2) Urusan Keusngan rms:
ngan.

nunyai tugas melakukan urusan keua-

(3) Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat me-
nyurat, urusan Kepegawalan, urusan rumah tangga dan urusan
petiengkapan.

Bagian Keempat
Bidang Pendataan dan Laporan
Fasal 12

Bidang Fendataan dan Lzperan merhpunyai tugas
menghimpun data, melakukan anzlisa dan penilaian, menyusun
laporan pelaksanaan nembanguran di dzerah seria melakukan pe-
nyusunan siatistik dan dokumentasi

Paszal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11
Peraturan Daerah ini, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai
fungsi :

a. Mengumpulken dan msnyusun data hasil peleaksanaan programf
proyek pembangunan.

b, Melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pem-
bangunan.

¢, menyusun laporan hasil pelaiksansan pembangunan di Daerah
dan iaporan Bupati Kepzaia Daerah.

d. Melakukan penvusunan statistik dan dokumentasi mengenai ha
sil peiaksanaan pembangunan di Daerzh. '

Pavzt 14
(1) Bidang Pendsataan dan Laporan terdiri dari :

a. Seksi pengumpulan data,

b. Seksi Analisa dan penilaian.

c. Seksi pslaporan

d. Seksi Statistik dan Dokumantasi,
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(2) Seksi-seksi sebagaimana dimatsud avat (1) Pasal ini masing
masing dipimpin oleh seorang Kepaia yang bsrada di bawal
dan bertanggung jewab kepada Kepaia Bidang Pendataan dar
Laporan. )

Paszl 15

(1) Seksi Pengumpu'an data mermpunya’ tugas mengumpulkar
dan memp=rsiapkan dsta mengenali psisksanaan prograrr
pembangunan.

(2) Seksi Analisa dan Penitaian msmounval tugas mempersiapkar
bahan-bahan dan data !aporan pelaksanaan pembangunar
dalam rangka Analisa dan Peni'aian.

(3/ Seksi pelaporan me:mipunyai tugas msnyusun laporan hasi
pelakeanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bu-
pati Kepata Daerah.

(4) Seksi Statistik dan Dokumentasi memounyai tugas menyusur
statistik dan melakuken dokumsznizss mengenai hasil-hasi
pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi

FPasal 16

Bidang Ekonomi mempunysi tugas melakukan dar
mengkoordinasikan Kegiatan pe-encsrasn pembangunan partaniar
industri pertambangan dan ensrgi, pardagangan dan koperasi sert:
pengembangan dunia usaha,

Passzi 17
Untuk menyelenggarekan 1tugas tersebut pada pasa
15 Peraturan Daerah ini.
Bidang Ekonomi mempuryai fungsi
a. Melakukan kegiatan perencanizzn Fern banguran Pertanian In-
dustri, pertambzngan den energi, perdagangen dan Koperas
serta pengembangan dunis usaha.

b, Mengkoordinasikan dan mamadutan  rencana Pembangunan
pettanian. industsi partambangan dan cnergi. perdagangan dan
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koperasi sesta pangembancan dunia uszha yang disusun oleh
Dinas-dinas Deerzh Satuan Orovanisasi 1sin dslam lingkungan
Femerintah Da=rch. Instansi-instansi Vertikan Kecamatan—keca—
matan d¢an Budin-badan tain yang berada dalam wilayah Ka-
bupaten Deerah Tingkat i Rembang.

c. Meiakukan invs+tiaasssi  pe-masalahan  dibidang ekonomi
serta merumusken ianghkah-2 Kebijsksanaan pemecazhannya.

d. fMelakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program
tzhunan dibidang skonomi yang maliputi psrtanian, pertamba-
ngan dan energi, perdspangan dan koperasi serta pangembang
an dunia usaha dalam rangka melaxsanakan REPELITA Daerah
atau proyek proyek yang diusulkan kenada Pemerintah Proginsi
Daerah Tingkat | Jawa Téngah untuk dimasukksn kedalem
progréem Deereh’k | den gt=u yang ciusulkan kepadz Pemetintzh
Pusat untuk cimasukkan kadalam program tahunan Nasianai:_

Pasal 18

(1) Bidang-Ekcnomi terdiri daii ¢

. a. Seksi Pertanian.
b. Seksi Industri. Pertambangan dan Energi,
c. Seksi Peidagangan dan Koperasi,
d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini masing-
masing dipimpin oieh s=0-ang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawao kepada nepaia Bidang Ekonomi.

Pasal 18

(1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan pe-
nyusunan rencana dan prograim pembsngunan pertanian tana-
man pangan, peternakan, perikenan, pe:tkebunan dan kehutanan.

§2) S=ksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas
mempeisiapkan bahan penyusunan rencana dan progiam pem
bangunan industri serta pertambangan dan energi.

(3) Sscksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas memper-
siapkan bahan penyusunan renczna dan program pembangun-
an perdagangan dan perkoperasian,
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(4) Seksi ®enaembangan Dunia Useha mempunyai tugas mem-

persiapkan bahan peryusunan rencana dan program pemba-
ngunan untuk psngembangan dunie uszha, pembinaan golo-
ngan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Bagian Kaenam
Bidang Sos:al SBudaya
Pasal 20

Bidang Sasist Budzya mempunyai tugas melakukan

dan mengkoordinasikan kegyiasten perencanaan pembangunan di
bidang psndidikan, menia! spiritual, pemerintahan, kesejahteraen
racyat, psnerangan dan Kormunikasi serta kepsndudukan.

Pasal 21 .
Untuk menyelenggarzkan tugas tersebut pada pasal 20

Peraturan Daersh ini Bidang Sosiul Budaya mempunyai fungsi :

a.

melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan,
mental soiitual pemerintanan kesejahteraan rakyat, penerangan
dan komunikasi seta kependudukan.

. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di

bidang pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahterehn
rakyat, peneirangan den komunikasi serta kependudukan yang
disusun ol-h Dinas-dinas Da:rah, Satuan Organisasi lain dalam
lingkungan Pemerintah Daerah. Instansi instansi Vertikal, Ke~
camatan-kscamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam
wilayah Xabupaten Dasrah fingkat |l Rembang.

m-lakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial bubays
serta m=rumuskan langkah-tangkah kebijaksanaan pemecahannya.

. melakukan dan atau mengkcordinasikan penyusunan program

tahunan dibidang Sosial Zudaya yang meliputi pandidikan msntal
spritual, p:m-=rintahan, kesejahterasn rakyat, penerangan dan
komurnikasi serta kepnnoudukan dalam rangka pelaksanaan
REFEL'TA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada
Pe nerintah P:opinsi Daerah Tirgkat | Jawa Tengah untuk
dimasukkan dalan program Daerah Tingkat | dan atau diu-
su kan kepada Pemerinialh Daerah Pusat untuk dimasukkan
kedalam program tehunan Nesional.



Fasal 22

(1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

a. Soksi Pendidikan. Mentsl Soirituzl dan Pemerintahan.
b. Seksi Kesejanhteraan Rakyat,
c. Seksi Penerangan dan somunikasi,
d. Ssksi Kepedudukan.
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ay«t (1) Pasal ini masing-
" masing dipimpin oleh seorarg Xepaie yang bDerada dibawah
dan bertanggung jawab kepada nepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 23

(1) Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan Pemetintzhan mem-
punyai tugas memparsiepkan behen Penyusunan rencara dan
program pembangunan pendidikan generesi muda, knbudayaan
Agama, Hukum dan Pemerintahan,

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugss mernpersiapkan
bahan penyusunan rencana dan Program pembangunan kese
jahteraan-Sosial, psrumahan rakyat petanan wanita dan ke-
luarga berencana. '

(3) Seksi Pensrangan dan komunikasi mempunyai tugas mem-—
perstapkan bahan penyusunan rencana dan Program pemba-
ngunan psnerangan, pers dan kemunikasi sosial.

(4) Seksi Kenendudukzn mempunyai tugas msempersiapkan bahan
psnyusunan rencana dan prog-am psmbangunan ketenagaan,
tranmigrasi dan kepzsndudukan.

Bagian Kstujuh

8idang Fisik dan Frasarana

Pasal 24

Sidang Fisik dan Prasarana mamounyai tugas meiakukan
dan mengkoordinasikan kegiatan p=tencar aan peabengunan pe—
Ngairen, perhubungan dan pariwis ata, teia rueng dan teta guna
‘anzh earta sumber alam dan tin gkingan hidug.
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Pasal 25

Untuk msnyelenggaran tusss  tersebut pada Pasal 24

Peraturan Daorah ini, B8idang Fisik dan prasarana mempunya
fungsi :

a.

melakukan kegiatan psrencansan  pembangunan pangairan
perhubungan dan pariwisata. taia ruang dan tata guna serte
sumber alam dan lingkungan hidup,

mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembargunat
psngairan, perhubungan dan pariwiszta, tsta ruang dan tzt
guna tanah sorta sumber alam dan lingkungan hidup yang
disusun ofeh Dinss-dinas Daerah, Satuan QOrganiszasi lain da
lam lingkungan Pemerinteh Dzsrah, Instsnsi-instansi Vertikal
Kscamatan-kecamaian dan Badan—badan lain 'yang berada da
lam lingkungan Wilayah Kabupsten Daerah Tk Il Rambang

meslakukan inventarisasi parmasalahan c¢i bidang fisik dan pra
sarana ssrta msrumuskan tangkah-langkah kebijeksanaan pe
mecahannya.

malikuka dan atau mengkoordinasikan penyusunan progral
tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairal
perhubungan dan pariwisata, 1aia rusng dan tatz guna tana
sarta sunber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pe
lakseanaan REPELITA Dazerah stau proysk-proy=k vang diusu
kan kepada Pemerintah Prepinsi Daerah Tirgkat | Jawa T
ngah untuk dimasukkan daslam program Dasrah Tingkat
dan atau diusutkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasul
kan dalam program tahunan Nasiona!,

Pasal 26

(1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri cari :

a., Seksi pengairan,

", 3eksi Perhubungan dan Pariwisata.

c. Seksi tata ruang dan tata guna tanah.
d. Seksi bidang fisik dan prassrana.
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(2) Seksi-se¥si subagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ma—
sing-masing dinimpin oleh sscrang Kepzls yang berada di-
bawah dan bsrtanggung jawsb kepada Kepala Bidang fisik
daa Prasarana. ’

Pasai 27

(1) Seksi’ Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bzhan pe-
nyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.

(2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata m=mpunyal tugas mam-—
persiapkan bahan penyusunan rencana dsn Program pemba-
ngunan prasaran jalan, perhubungan darat. laut, udara, pos
dan te'ekomunikasi serta pariwisata.

(3) Seksi Tata Ruang cdan teta gtra tznah mermrpuryai tugas
mempersiapkan bazhan penyusunan rencana dan rogram pe-
ngaturan tata ruang dan tzta guna tznah.

(4) Seksi Sumber Alam dan lingkungan hicup mempunyai tugas
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dzn program pe-
manfaatan sumber aiam dan pemeiiharaan lingkungan hidup
yang serasi,

BAB V
TATA-KERJA
Pasal 28

Ketua BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya berda-
sarkan kebijaksanaan yang ditetapkan cleh Bupati Kepala Daerah,

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugasrya, Ketua, Sekretaris, para
Kepala Bidanp. para xepala Urusan dan para Keoala Seksi pada
BAPPEDA, wajib menerapkan orinsio koosdinasi, intecrasi dan sin
kronisasi secara vertikai dan horizo=tal baik daiam lingkungan Pe-
merintah Daersh maupun dengan instensi izin sesuai dengan tu—
gas pokok masing-masing.

Pasal 30

(1) Setiap Pimpinan Satuan Orgznisasi dalam lingkungan BAPPE
DA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan mamberikan bimtingan serta

~ petunjuk-petunjuk bagi peiassanaan tugas.
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(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mematuhi  petunjuk
dan bertanggung jawab kepada &iasan masing masing dan
menyampaikan laporan perkala pada wakturya.

(3) Setiap laporan yeng diterima cleh pimpinzn sstuan Organi-
sasi dari bawahan, wajip gioiah dan dipergunskan secagal
bahan- penyusunan jebin lanjut dzn uniuk membeiikan pe-
tunjuk—pe&unjuk kepada bawah:zn.

Pasal 31

(1) Da'am mempersiapkan rencana program dan pembangunan
di Daerah, BACSPEDA wajib melaksa.aken dan meme-ihara
hubungan kerja secara konsuitatif gengan Instansi — instansi
di 2:opinsi Daerah Vingkat 1 Jawa jengah dan hubungan
karja secara koorainattf dengan instansi—ingta~si di Prouinsi
Dasrah Tingkat | Jawa. Tengeh dan hubungan kerja secara
koordinatif dengan \nstansi-instansi ¢i Dasiah.

(2) BAPPEDA bersama - gama Instznsi Vertikal di Daerah wajib
memaiihara dan mengemaoangkan rapcuna  pemoangunan di
, Daerah secara terpadu.

Pasal 32
Dalam melaksanaken kagistan peiercanzan di Dasrah,

BAPPEDA wajib mengusanasan ieterpsuuan ante’s rencana Na-
sional dan Daerah Tingkat | serta rencana antar Daerah Tingkat Il
Pasa: 33
(1) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan SAPPENAS ber-
sifat konsultatif fangsional me:alui E4~FEDA Propinsi Da-—

erah Tingkat | Jawa Tangah,

(2) Hubungin ksria sam3 33P2Z0A denysn BAPPEDA Popinsi
: T i .t konsultatif fungsianal,

(1) Dalam rangka panyusunan Rancangan Angaaran Zendapatan
dan Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordi-
nastkan rancana Anggdran Program Fambangunan Daerah
sarta mempersiapkan tentang flapont Anggaran masing-ma-
sing program



= B

Panyusunan Rencana Argaaran Fendapztan dan 3Balarja
Dzeigh Tanun yarg Dersanagkutan secara  keseluruban di-
koordinasikan dengan SsKrsteris. Wiayah / Daerah.

Pasal 35

Datam rercka penvusuran  Pola Dasar Fembancunan
1gh dan Rencsna Pembang.:nan Lims Tahun Daersh BAPPE-
barkewajiban m=nyusun Rencana ksgiatan, -kooridinasi dan
sultasi dengan instansi Vert'kat di Daerah dan Dinas-dinas,
sn—satuan kerja Dasrah dan La2mbaga-lembaga di Daergh.

Peszl 36

Bagan Susunan Orgsanisasi BA? PEDA adalah sebagaimana
intum dalam ‘smpiran yang marupakan Bagian yang tak ter-
wkan dari Peraturan Dasrah ini.

BAS VI
KEPEGAWAIAN

7

L73)

FPasz:

Kztua BAPPEDA, Sekraiaris dsn wara Kenala Bidang pada
BAaHPEDA di angkst dan dibarhentikan oleh Gubernur Ke—
pala Oastah atas usul Bupsti Kepasla Deersh,

Pangannkatan Pejabat-najzbal/Pegawal leinnya dilingkungan
BAPPRED= diangkat dan. dibzraentkan clsh Bupai Kepala
Deerah,

Pasal 38

Jenjang iabatan dan ‘epsngkaian ssris susunan kepe-

i

ian diatur s-suai dengen peratyran perundang - undangan
berlaku. ~

-
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BAB Vi
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 39

(1} Segala biaya yang dipeslukan untuk pe'akssnaan tugas B
PPEDA dibabankan pada Anggaran Daeran.

{2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersecut pada ayat (
Pasal ini, kepada BAPPEDA dapat dibarikan bantuan sesi
dengan Peraturan Perundang-undargan yeng berlaku,

(3) BAPPEDA yang telah dibsntuk sebslum berlakunya Peratur
Daerah ini dinyatakan dibentuk bercasarkan Peraturan Daer
ini.

Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggel
undangkan, - _ _
Agar sstiap orang mengetahuinya, memerintahkan n
ngundangkan Peratu:an Dzersh ini dengsn penempatsnnya dal
Lembaran Daerah &sbupat«n Daer=h Tingkat il ‘Rembang,

Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Rembang. 15 Oktober 19288,
a D Tingkzt | E
Kakvipaten: Daarsh: Tinpkst Hi Bupati Kepzla Daerah Tingkat
Rembang
Rembang
Ketua ; .
ttd; ttd.
SOEGENG SARWONO SOERATMAN, SH.
DISAHKAN
GUBERNUR KEfAL-. DAERAH Ti
Diundangkan dalam Lembaran Daerah JAWA 1ENGAH
Kabupaten Daerah Tingkat [ Remoang ”
Nomor 2 ‘ahun 1989 Sen D Nomor i Dengan ‘Ju\m! Keputgsan
tenggal 20 Psbruari 1989, Tengual 13 Pebruari 1989

No. 1883 /397 15989
Sekretaris Wilayzh / Daerzh

ttd.

Drs SOE_DFHQRTO
NIP. 500 029 511




LAKFIRAN

BAGAK SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERERCANAAN PENBANGURAN
DAERAE KABUPATEN DAERAE TINGKAT II REMBARG.

Tingkat II Kembang.

3 Tahun 1988
M,

Nomor :
Pasel :

Fersturan Deerah Kabupsten Deerah
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 1938
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN“_',FEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I REMBANG

l. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah tanggal 8 Agustus 1981 Nomor 061221931
tentang Pembentukan ban Penentuan Typa BAPF EDA Tingkat 1)
di Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah, maka dengan Surat
Keputusan Bupati Xapala Dasrah Tingkat 1] Rembang tanggal 12
Nopember 1981 Nomror : 060/577/1981 dibentuk BAPPEDA Ka—
bupaten Rembang.

Untuk labih meningkatkan kslancaran p2nysienggaizan
Pemerintahan dan Pembargunan SeCara berdava cuns dan berha-
sil guna khususnya yarg menyangkut bidzng perencenaan Pem-
bangunan dj Kabupaten Rembang dan juga untuk melzksanakan
Keputusan Presiden Republik inconssia Nomor 27 Tehun 1280 jo.
Keputusan Mantari Cslam Nege:i Nomor-185 Tahun 1880, maka
bardasarkan Instruksi Gubernur kepals Qaerah Tingkat | Jaws Te-
ngah tangaal 10 Jyi 18987 Nomor = 061.: 127 /1337 tentang
Penetapan Pembentukan Susunsn O:ganisasi dan Tatakerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah i(abupazen/’(o:amedya Daerzah
Tingkat It se Jawa Tengsh dengan Peraturan Daerzh, dipand-ng
psriu rnéninjau dan menetapkan kembali Pemben ukars, Susunan
Organisasi dan Tatakerja Badan “erenaanaan Pembangunan Dae-.
rah Kabuoaten Daerah Fingkat 1| Rembang yang pengzturannya
di tusngkan da'am Persturan Daerah. g



PENJELASAN PASAL DEMI FASAL

Pasal § s/d 4

Cukup jelas.

Pasal 5 sub e : Dalam fungsinya manyusun' RAP3D, BAPPE

Pasal 5 sub i :

DA mempersiapkan segala sesuatu yang ber-
kaitan dengan penyusuran RAPBD “ Pem-
bangunan” sejsk dari penyusunan perkiraan
pendapatan sampei dengan alokasi Angga-
rannya.

Lihat pula ketentuan Pasal 33
Dengan adanya fungsi ini, diharapkan pula,

BARPPEDA dapat ikut serta membina para
perencana di Tingkat il dalam rangka pe-

ningkatan profesinya guna menunjang pem-

Pasal 6 s/d 14

Pasal 15 :

Pasal 16 s/d 32:
Pasal 33

Pasal 34 s/d 38:

bangunan Daerah.

: Cukup jelas.

Tugas Bidang Ekencmi ini adalah mencer-
minkan keadaan yang sunyatanya, khusus-
nya di dalamm memparsizpkan pelaksanaan
fungsi BAPFEDA terssbut Pasal b sub e
Peraturan Dasrsh ini.

Cukup jelas.

+ Lihat penjelasan Pasal 5 sub »o.

Cukup jelas ,



